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BERITA DAERAH KOTA DEPOK

TAHUN 2015

WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 54 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA DEPOK

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota
Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Depok;
bahwa Peraturan Walikota sebagaimana huruf a perlu
dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi
Pemerintah Kota Depok;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Depok;



Mengingat

e

6.

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3828);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679):

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);



7.

9.

10.

 §

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah;



Menetapkan

13.

14.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok
Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Depok Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
{(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA DEPOK.

Pasal I

Beberapa kenentuan dalam Peraturan Walikota Depok
Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014
Nomor 20), diubah sebagai berikut :

| &

Ketentuan Huruf N. Kebijakan Akuntansi Per Komponen
Laporan Keuangan angka 3. Neraca huruf a. Aset Lancar
angka 6. Piutang pada Lampiran Peraturan Walikota
Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi
Pemerintah Kota Depok diubah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.



2. Ketentuan Huruf N. Kebijakan Akuntansi Per Komponen
Laporan Keuangan angka 3. Neraca huruf c. Aset Tetap
pada Lampiran Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kota Depok diubah,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1I Peraturan
Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

Diundangkan di Depok
pada 1 30 Desember 2015
DAERAH KOTA DEPOK,

HARRY PRIHANTO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2015 NOMOR 54



LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 54 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA DEPOK

6) Piutang
Merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain
termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan
pemerintah.
Piutang terdiri dari:

Piutang Pajak dan Piutang Retribusi

Piutang yang diakui atas pajak/retribusi daerah yang sudah ada
ketetapannya yaitu Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan
Retribusi Daerah atau dokumen yang disamakan dengan surat ketetapan
itu, yang pembayarannya belum diterima dari wajib pajak maupun dari
wajib retribusi pada akhir periode akuntansi.

Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi

Merupakan hak pemerintah kota atas bagi hasil pajak provinsi (Pajak
Kendaraan Bermotor/PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/BBN-KB,
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor/PBB-KB, Pajak Air Bawah Tanah
dan Pajak Air Permukaan) yang sampai dengan akhir periode akuntansi
belum masuk ke Kas Daerah. Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi dinilai
sebesar SPD/SKO yang belum dicairkan, yang diterbitkan pemerintah
provinsi sampai dengan akhir periode akuntansi.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran (aset lainnya) menjadi
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran karena akan jatuh tempo
dalam tahun berjalan. Penjualan aset tetap pemerintah daerah seperti
kendaraan roda empat atau penjualan rumah dinas kepada pegawai
dengan cara mengangsur lebih dari 12 bulan disebut sebagai tagihan
penjualan angsuran.

Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D

Piutang pinjaman yang diberikan pemerintah daerah kepada BUMN/D
dimasukkan dalam kelompok investasi dalam akun pinjaman kepada
BUMN/D. Pinjaman tersebut dikembalikan atau dibayar dalam jangka
panjang. Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD merupakan
reklasifikasi Piutang Pinjaman kepada BUMN/BUMD yang jatuh tempo
dalam tahun berikutnya.



Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi
(TGR)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang
karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang
dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan
Negara/daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban
untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. TP/TGR ini biasanya
diselesaikan pembayaran selambat-lambatnya 24 bulan sehingga di neraca
dimasukkan dalam aset lainnya. Bagian Lancar TP/TGR merupakan
reklasifikasi lain-lain aset berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan
adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.
Piutang Lainnya

Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan
piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar
Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar TP/TGR, dan Piutang Pajak.

Kebijakan akuntansi:

a)
b)

Piutang dicatat sebesar nilai nominal.

Pemberhentian pengakuan piutang daerah selain dengan pelunasan dapat

dilakukan dengan dua cara, yaitu penghapusbukuan dan

penghapustagihan.

Penghapusbukuan dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari

pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.

Penghapustagihan atau menghapuskan hak tagih pemerintah daerah

diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan

pengahapusbukuan.

Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00

oleh walikota sedangkan kewenangan diatas Rp. 5.000.000.000,00 oleh

walikota dengan persetujuan DPRD.

Terhadap piutang pajak daerah sebelum dilaksanakan penghapusan

bersyarat atau penghapusan mutlak, terlebih dahulu dapat disisihkan

sebagai piutang tidak tertagih.

Terhadap piutang pajak daerah yang sudah tercatat di Neraca dapat

dilakukan koreksi dengan kategori sebagai berikut :

1. Objek pajak merupakan fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum milik
pemerintah;

2. Objek pajak merupakan aset tetap tanah milik pemerintah;



Objek pajak double/terdapat dua atau lebih nomor objek pajak untuk
satu bidang yang sama;

Objek pajak telah mengalami perubahan, misalnya pemecahan bidang
tanah;atau

Sebab lain yang sejenis, sesuai dengan hasil penelitian.

WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMA’IL



LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 54 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA DEPOK

c. Aset Tetap
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12
(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan
memenuhi kriteria :
* Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
= Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
=  Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa
manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang
akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar
kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
Dikarenakan organisasi pemerintah sangatlah beragam dalam jumlah dan
penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi
(capitalization thresholds) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang
ada. Masing-masing entitas harus menetapkan batasan jumlah tersebut dengan
mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila telah terbentuk
maka batasan jumlah biaya kapitalisasi (capitalization thresholds) harus
diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

Batasan satuan minimum yang ditetapkan Pemerintah Kota Depok meliputi
pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang
sama dengan atau lebih besar dari Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan
pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih besar
dari Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Kebijjakan penyusutan aset tetap, sebagai konsekuensi penggunaan aset tersebut
telah ditetapkan pemerintah daerah sehingga diharapkan dapat tercapai
keseragaman metode sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang
dapat diandalkan.



Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode garis lurus (straight line
method) yaitu beban penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama
periode waktu tertentu (berdasarkan umur ekonomis atau umur penggunaan
aset tetap atau masa manfaat) dan dihitung dari nilai buku aset tetap.

Obyek penyusutan terdiri dari Peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,
jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya berupa aset renovasi dan
peralatan musik modern.

Pelaksanaan penyusutan barang daerah berupa aset tetap diatur lebih lanjut
dalam peraturan Walikota tersendiri.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya

dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang

digunakan:

1) Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan
dalam kondisi siap dipakai.

2) Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat
elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang
nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan
dan dalam kondisi siap pakai.

3) Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang
dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

S5) Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke
dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk
kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
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6)

Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam
proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai
seluruhnya dikerjakan.

Kebijakan akuntansi

a)

b)

d)

h)

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau

diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya

berpindah.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap

dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai

aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi

biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung

termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga

listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan

dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah

sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau

konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat

diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi

yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang

dimaksudkan.

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati

satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut

digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai

dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Jika pengerjaan suatu konstruksi dalam pengerjaan dihentikan atau tidak

dilanjutkan maka konstruksi tersebut dikeluarkan dari neraca dan

dihapuskan dari Kartu Inventaris Barang dengan menggunakan Surat

Keputusan Walikota.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

= biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;

= biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan
dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
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J)

1)

* biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang
bersangkutan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh Kkontraktor melalui kontrak

konstruksi meliputi:

= Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan
tingkat penyelesaian pekerjaan;

* Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung
dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada
tanggal pelaporan;

= Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan
dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul

selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi,

sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara
andal.

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi

Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

= Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat
penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;

= Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya;

= Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;

= Uang muka kerja yang diberikan;

= Retensi.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara

gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut

berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang
bersangkutan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran

sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos

semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai
ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan
jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
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p)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang
serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang
serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan
kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada
keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang
baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset
yang dilepas.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar
nilai wajar pada saat perolehan.

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak
diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya
perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini
mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku
secara nasional. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan
mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian
aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran
keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat
aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana pada akun Diinvestasikan pada
Aset Tetap.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset
secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat
ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus
dihapuskan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak
memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya
sesuai dengan nilai tercatatnya.

WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL
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